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KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NOMOR : 83/PL.02-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG

Menimbang

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13

huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi
Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali
Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang;

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
Tahun 2020;

Mengingat . ..



Mengingat

Memerhatikan

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi
Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali
Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Berita Acara Nomor : 107.1/PL.02-BA/6474/KPU-
Kot/IX/2019 Tentang Rapat Pleno Penetapan Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020 tanggal
30 September 2019;

MEMUTUSKAN ..



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG TENTANG PENETAPAN TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BONTANG TAHUN 2020.

KESATU :  Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Bontang Tahun 2020, sebagaimana terlampir
pada Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :  Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang
Tahun 2020 sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Penyelenggaraan;

3. Tahapan Pelaporan.

KETIGA :  Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU meliputi kegiatan :

a. Perencanaan Program dan Anggaran;

b. Penyusunan Surat keputusan;

c. Perencanaan Penyelenggaraan yang meliputi
penetapan cara dan jadwal tahapan pelaksanaan
pemilihan;

d. Sosialisasi Kepada Masyarakat;

e. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;

f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau
pemilihan;

g. Penyerahan daftar pendudukan potensial
pemilih; dan

h. Pemutakhiran dan penyusunan daftar

pemilih.

KEEMPAT . ..




KEEMPAT :  Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU meliputi kegiatan :

a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

b. Pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;

c. Penelitian persyaratan pasangan calon Wali Kota
dan Wakil Wali Kota,;

d. Penetapan Pasangan calon Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;

e. Penyelesaian sengketa TUN;

f. Pelaksanaan Kampanye;

g. Pelaksanaan Pemungutan Suara;

h. Penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan suara;

i. Penyelesaian Pelanggaran dan sengketa hasil
pemilihan;

j. Penetapan Calon Terpilih; dan

k. Pengusulan pengesahan Pengangkatan Calon
Terpilih.

KELIMA :  Tahapan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU meliputi kegiatan evaluasi dan

pelaporan tahapan.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

_Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal 30 September 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Ttd

ERWIN

PU Kota Bontang
'U Kota Bontang















JADWAL

KEGIATAN
AWAL AKHIR

b Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat
* |kecamatan oleh PPK 24 September 2020 | 28 September 2020

Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan
melalui laman KPU oleh KPU Kota Bontang

d. |Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di
tingkat Kecamatan kepada KPU Kota 28 September 2020 | 30 September 2020

e. |Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil

penghitungan suara tingkat Kota untuk Pemilihan Wali 29 September 2020 01 Oktober 2020
Kota dan Wakil Wali Kota
8. |[PENETAPAN CALON TERPILIH

Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan

24 September 2020 | 29 September 2020

perselisihan hasil Pemilihan

Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah
Konstitusi secara resmi memberitahukan
permohonan yang teregistrasi dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada
KPU

9. |PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian

PEMILIHAN sengketa di Mahkamah Konstitusi

Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan

Mahkamah Konstitusi penetapan, putusan dismisal atau putusan
Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU

10.|PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON

TERPILIH

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih :

1) |Tidak ada permohonan PHP Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan
pasangan calon terpilih sebagaimana
dimaksud dalam angka 8 huruf a

2) {Ada Permohonan PHP paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan
pasangan calon terpilih pasca putusan
Mahkamah Konstitusi sebagaimana
dimaksud dalam angka 9

EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih :

1) |Tidak ada permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah
pengusulan pengesahan pengangkatan
pasangan calon terpilih sebagaimana
dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1

2) |Ada Permohonan PHP Paling lama 2 (dua) bulan setelah
pengusulan pengesahan pengangkatan
pasangan calon terpilih sebagaimana
dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2

Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal 30 September 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,
—-Ealinan sesuai dengan aslinya
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